PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
NOMOR: 02 / ADM / BWSL.PROV.30.00/ 11 /
PEMILU / 2019



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAR UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

PUTUSAN

Nomor: 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/II/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah mencatat dalam

Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administrasi
Pemilu, Temuan dari ; ——-—--——--- - oo e
Nama . Saifuddin, S.Pdl., M.Ag
Alamat/Tempat tinggal : Wonomulyo
Jabatan :  Ketua Bawaslu Kab.Polewali Mandar
Nama :  Arhamsyah, SH
Alamat/Tempat tinggal :  Wonomulyo
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MELAPORKAN =

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat (KIPU Prov, Sulawesi
Barat), yang berlamat di Jalan Soekarno Hatta No.27 Mamuju,
Sulawesi Barat, Telp: (0426) 21482, Selanjutnya disebut oo oo

Telah membaca materi Temuan dari Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti vang
diajukan Penemu dan Terlapor.

Bahwa Bawaslu telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:--------=--cceomoeomonnv

1. Uraian Temuan Penemu
Bahwa Penemu pada hari Jum’at tanggal 1 Maret 2019 telah
membacakan materi temuannya pada Sidang Pemeriksaan vang
terbuka untuk Umum yang pada Pokoknya adalah sebagai berikut
1) Bahwa pada tanggal 20 September 2018 KPU Provinsi Sulawesi
Barat telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
DPRD Provinsi Sulaweswi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi
Barat 2 dimana Saudara Jalaluddin tercatat sebagai Dafltar
Calon Tetap (DCT) dari Partai Amanat Nasienal Provinsi

Sulawesi Barat.—-----——--- ==

\ 2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Bulo telah melaporkan hasy
K

Pengawasn kepada Bawaslu Kabupaten Polewal: Mandar vang
pada pokoknya dalam pengawasan terscbul didapatkan
Informasi bahwa Saudara Jalaluddin tercantum dalam Dafiar
Calon Tetap (DCT) Caleg daxi Partai Amanat Na=ionol [PAND
Provinsi Sulawesi DBarat dan dikelahui  saudamna Jalaluddin
terpilih sebagai Kepala Desa lhing pada Pemtilihan kepala Desa
serentak di Kabupaien Polewali Mandar pada tangeal 314
Oktober 2018, ~c-mmmvmemrmm e mmr e s s m e

3) Bahwa pada tanggal | November 2058, Pamwasht Kecamatan
Bulo kembali melsporkan kepada Bawasli khobupaten Volewal
Mandar peribal terpilihnva saudara Jabiluddin solakha hepal

idesa thing Periode 2018-2024, semenuarn vang, bersaon

masih tercantum doiaom Daftar Calon Tetap (0077 Codes P3HDD

Provinst Pactat Amaaat Nasional (PAN) Daapil 2 Saeibay o« !




4)

S)

6)

7)

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kec.
Bulo kepada Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal
29 Desember 2018, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa
Bupati Polewali mandar telah Melantik 77 orang Kepala Desa
terpilih periode 2018-2024 dimana saudara Jalaluddin adaiah
salah satu Kepala Desa terpilih yang dilantik tersebut ; ---------
Bahwa Panwaslu Kecamatan Bulo telah melakukan Investigasi
dan mendapatkan Informasi bahwa Saudara Jalaluddin telah
mengirim surat pengunduran diri kepada Ketua DPW-PAN Sul-
Bar sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Partai Amanat Nasional (PAN) tertanggal 28 Desember 2018 ; --
Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar telah menyurat
kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 2 Januari
2019 dengan Surat Nomor :002/
K.Bawaslu.SR.06/PK.00.02/1/2019 perihal  penyampaian
bahwa terdapat Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 2 Sulbar
terpilih menjadi Kepala Desa Thing periode 201 20240 E———=
Bahwa Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar mengirim Surat
kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 11 Januad 2010
dengan Surat Nomor : 020/K.Bawaslu-SR.06/PM.02/1/2019
perihal permintaan SK Kepala Desa periode 20 18-2024 ; —---uu--
Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Polewali Mandar telah menjawab Surat Bawaslu Kab. Polewali
Mandar pada tanggal 14 Januari 2019 dengan Nomor Surat :
B.007/DPMD/Bid.2/005/1/2019 perihal penvampaian Sk
Kepala Desa periode 2018-2024 dengan melainpitkan 1 {saiu!
rangkap Surat Keputusan Bupati Kabupaien Polewali Mandar
Nomor 514 tahun 2018 tentang pengesahan pengangkatan
Pejabat Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar
periode 2018-2024 tertanggal 27 Desember 2018 dengan
Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Daftar Pejeba
Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Polewal MMandar
Periode 2018-2024 dimana Nama Sdr. Jalajuddin senuang
dalam Surat Keputusan tersebut j -————-—-— - on e
Bahwa Bawaslu Polewali Mandar telah i}lr‘.léakﬂ‘_‘kaﬂ hwe}_mr‘.g:mi_
ke KPU Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan calon anggots
DPRD Provinsi Dapil 2 Sulawesi Barai vang didwgs misin
berstatus sebagai Kepala Desa dan beluuy di&'ém 'n.i:-,;x‘a TDmiiar %




10)

11)

Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari
Partai Amanat Nasional. Berdasarkan hasil Investigasi, KPU
Provinsi Sulawesi Barat mengatakan bahwa benar saudara
Jalaluddin belum dicoret dari Daftar Calon Tetap dari Partai
Amanat Nasional, karena vang berhak mengajukan
Pengunduran diri sebagai Calon Tetap adalah Partai yang
bersangkutan, bukan dari Calon Anggota DPRD itu sendiri ; ---
Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar mengirim Surat
Ke KPU Provinsi Sulawesi Barat dengan Surat Nomor :
064 /K.Bawaslu-Prov.06/PM.00.02/11/2019 perihal penjelasan
tertulis terkait Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi
Sulawesi Barat dari Partai Amanat Nasional DAPIL 2 Sulawesi
Barat atas nama Jalaluddin yang terpilih menjadi Kepala Desa
Thing Kecamatan Bulo Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi

Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat menjawab Surat dan
Bawaslu Polewali Mandar pada tanggal 18 Februari 2019
dengan Surat Nomor : 81/PL01.2-SD/76/Prov/I1/2019 Perihal
penjelasan tertulis terkait Caleg PAN DAPIL 2 Sulbar yang
pada Pokoknya menjelaskan bahwa KPU Prov. Sulawesi Barat
menguraikan  tindakan atau langkah-langkah yang telah
gitempuls e e e e e e e e
1. Surat Dinas Nomor :25/ PL.01.1-SD/76/Prov/1/2019,
tanggal 14 Januari 2019 Perihal Undangan Klarifikasi
kepada Pimpinan Partai Amanat Nasional Pengurus Wilayah
Provinsi Sulawesi Barat; -----------—--=-—-- oo me s
- Hasil Rapat : ——---—-—--~-—~—o—— e oo s -
a. DPD Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat
yang diwakili oleh KHAERUL AMRI, SH. MH SEBAGAI
KETUA DIVISI HUKUM PAN SULBAR, menvatakan
tidak dapat menjawab klarifikasi ini di karcnakan
caleg yang bersangkutan akan hadir ke KPU Provinsi
Sulawasi Barat pada hari senin  Tanggal 7 anuan
2019, caleg yang bers;.mgk’utm.l relall di lantik sebagal
kepala desa IHING Kecamatan HULO kabupaten

Polewali Mandar pada tanggal 30 Desember 2015
b. Pasca Tanggal 7 januan 2019 vang bersangkutan

tidak pernah hadir di kantar KPU Provins: Sulawes)

et
o
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Barat, sehingga KPU Provinsi berinsiatif untuk
melakukan klarifikasi langsung ke pihak-pihak

terkait yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, KPU

Provinsi berhasil mendapatkan antara lain : -----------
1. Surat Pernvataan Tidak Aktif Dalam Pengurusan

Partai dan Caleg 2019, -~ —-vmmmomemme e ee -~
2. Surat Pernyataan mundur sebagai caleg DPRD
Provinsi Sulbar dari Partai Amanat Nasional

dengan nomor urut 8 DAPIL 2 Sulbar. -~~~
3. SK Bupati Polewali Mandar Nomor 514 Tahun
2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat
Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Polewali

Mandar Periode 2018-2024. --------------mmommnooos
4. Surat Dinas No. 41 / PL.01.1-Und / 76 / Prov / 1
/ 2019, Tanggal 24 Januari 2019 Perihal
Undangan Klarifikasi/ Panggilan ke 2 (dua)
Kepada Pimpinan Partai Amanat Nasioanal

Pengurus Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. -------
- Hasil Rapat : ------=--==ccmrmmmmmmmmmmmmm oo oo
a. KPU Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan
Klarifikasi ke pihak-pihak terkait dan hasil
Klarifikasi belum  memberikan  hasil vang
diharapkan. --------------mm- s oo oo
b. Bahwa sampai pada tanggal 14 Februari 2019 DPW
PAN Sulawesi Barat belum menyampaikan SK
Pemberhentian Calon Legislatif DPRD  Provinsi
Sulawesi Barat DAPIL 2 Sulbar nomor urut 8
(delapan).-------=m=mmmmmmn o mama o e
c. Berdasarkan hasil-hasil klarifikasi vang telah
dilakukan, KPU Provinsi Sulawesi Barat belum
melakukan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT)

Pemilu 2019, —---——mmmmmm ‘
Dengan berbagai langkah yang telah ditempuh oleh Terlapor,
telah didapatkan bukti vang cukup untuk melakukan tindakan
perubahan Daftar Calon Tetap dengan mengeluarkan Sural
Keputusan perubahan Daftar Calon Tetap dengan melikukan
pencoretan terhadap saudara Jalaluddin dari Daflar Calon
Tetap. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 75 avat (3]

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiiton




Umum yvang menyatakan bahwa: “untuk melaksanakan tugas
dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
dapat - mentapkan keputusan  dengan  berpedoman  pada
Keputusan KPu tlrun Peraturan KPU. - - T L EEE LT
12

—

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Huruf k poin 2 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota “Bakal calon anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Warga
“

Negara  Indonesia dan  harus memenuhi  persyaratan:

mengundurkan diri sebagai kepaladesa ”; -~~~ -- -
13

—

Bahwa Meskipun sejak awal pada saat mendaftar sebagai bakal
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi saudara
Jalaluddin  belum menjabat  sebagai  kepala desa lhing
Kecamatan Bulo. Namun, ketika yang bersangkutan telah
ditetapkan sebagai  Daftar  Calon Tetap (DCT), saudara
Jalaluddin ditetapkan sebagai Kepala Desa lhing berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 514 Tahun
2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa
Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Periode 2018-2024
tertanggal 27 Desember 2018. Oleh karena itu syarat
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf k poin 2
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota “Bakal calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota,
saudara Jalaluddin tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - - -
14) Bahwa KPU Prov. Sulawesi Barat telah menyatakan melalui
surat pada tanggal 18 Februari 2019 dengan nomor:
81/PL.01.2-SD/76/Prov/11/2019 Perihal Penjeclasan tertulis
terkait Caleg PAN DAPIL 2 SULBAR bahwa berkas pencalonan
saudara Jalaluddin masih Memenuhi Svarat (MS) sechingga
masih belum melakukan perubahan Daftar Calon Tetap
(DCT) Pemilu 2019 ------oommmmmmemm e
15) Bahwa berdasarkan bukti yang diperoleh dari hasil investigasi,

saudara Jalaluddin telah membuat surat yang ditujukan



kepada Ketua DPW PAN Provinsi Sulawesi Baral yang pada
intinva menyatakan bahwa dininya mundur sebagat caleg DPRD
Provinsi Sulbar dart Partai Amanat Nasional Nowmor arurt 8
Dapil Sulbar 2 dengan alasan bahwa yvang bersangkutan terpilih
sebagai Kepala Desa Thing Kecamatan Hulo periode 20182024,
Berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor31/PL.O1T.4-
SD/06/KPU/1/2019 Perithal Calon Tidak Memenuhi Syarat
Pasca Penctapan Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 09
Januari 2019, Dijelaskan pada angka 1 hurufl d bagian ke 2
menyatakan bahwa : “calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam
hal yang bersangkutan ; ----s-eeaocmecommecmcamnrrias e n oo e
a. meninggal dunif; ------sc-vermeemc e oo

b. terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye di
masa KAMPANYe; --------=---esccscsammmmcccassmsmmmnn-aosess sy oomas

c. terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat calon
atau menggunakan dokumen palsu pada saat pencalonan:
dan/atau --------«-=sccmccccrromrmeammmcmmsccernanemy sammean s m e e ns

d. dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon, meliputi: ---

1) terbukti melakukan tindak pidana lainnya; -~ -~

2) diberhentikan/mundur sebagai anggota partai
politik yang mengajukan. --«occoooooomnimnimiannaiscae
Berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya KPU Provinsi
Sulawesi Barat melakukan pencoretan terhadap saudara
Lt ,_»;f Jalaluddin dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena yang
bersangkutan telah menyatakan mengundurkan diri sebagai

calon anggota legislatif, ---------—-- oo oo

16) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tindakan KPU Prov.
Sulawesi Barat patut diduga telah melakukan tindakan tidak
sesuai tata cara prosedur, dan mekanisme pencoretan calon
anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, olch sebab itu patut
diduga KPU Provinsi Sulawesi Barat tclah  melakukan
Pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum yang menyatakan "Pelanggaran adrministratyf
Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan admirustrasi pelaksandan
Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Penuli’

Petitum ; : s S PRSP -




Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
menjatuhkan putusan sebagai berikut ; ---=-cceeoeeoo

I. Menvatakan  Terlapor telah  melakukan pelanggaran
administrartif pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
e e R e

2. Menghukum Terlapor untuk melakukan perbaikan terhadap
talacara, prosedur, dan mekanisme adanya calon anggota

DPRD Provinsi Sulawesi Barat vang tidak memenuhi syarat ;--

3. Menjatuhkan hukuman teguran tertulis kepada Terlapor;------

4. Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan
scadil-adilnya (ex aequo et bono). ---=-====es=smeeememmm oo e

2. Bukti-bukti Penemu ;
Bukti P-1 . Salinan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor:
0646 /K. BAWASLU/HK.01.01/VI1II/2018 Tentang

Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se

Provinsi Sulawesi barat Masa Jabatan 2018-2023,

tertanggal 14 Agustus 2018 ; -—-—-———-—mmmmemccccones

Bukti P-2 . Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 619 / ST
/ K. Bawaslu. Prov - S8R. 06 / TU.00.014 / XU /
2018, tertanggal 4 Desember 2018 ; -———-——--moovnmeens

| !

=/ BuktiP-3 . Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:
: 629/ST/K.Bawaslu.Prov-SR.06/TU.00.014/XI1/2018
, tertanggal 06 Desember 2018; --------—smmmmomanannnens

Bukti P-4 . Laporan Hasil Pengawasan Pemilu  Nomor
629/ST/K.Bawaslu.Prov-SR.06/TU.00.014/XI1/ 2018

Tertanggal 29 Descmiil 2018; -t et ens o

Bukti P-5 . Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 662 / ST
/ K.Bawaslu.Prov-SR.06 / TU.00.014 / XII / 2018
Tertanggal 30 Desember 2018; ------mmmmmmamooemmmomes

Bukti P-6 - Laporan Hasil Pengawasan Pemilu  Nomor
702/8ST/ K.Bawaslu Prov-SR.06/TU.00.014/1/2019

Tertanggal 11 Januari 2013,

e
g o



Bukti P-7

Bukti P-8

Bukti P-9

Bukti P-10

Bukti P-11

Bukti P-12

Bukti P-13

Bukti P-14

Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD  Provinsi
Sulawesi Barat 2 Partai Amanat Nasional daerah

Pemilihan Sulawesi Barat 2; -~~~ oo

Penyampaian Surat Keterangan Kepala Desa Periode
2018 - 2024 dengan nomor : B.007 / DPMD / Bid.2
/ 005 /1/2019, tertanggal 14 Januari 2019 j mmmm——-

Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa
Dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Periode
2018-2024 dengan nomor : 514 Tahun 2018,
tertanggal 27 Desember 2018 ; —--------cmmocemeao o

Surat Penyampaian Bawaslu Kab. Polewali Mandar
dengan nomor 002 / K.Bawaslu-Prov.SR.06 /
PM.00.02 / I / 2019, tertanggal 2 Januari 2019 ; ----

Surat Permintaan Penjelasan Tertulis dengan
nomor: 064 / K.Bawaslu-Prov.SR.06 / PM.00.02 / II
/ 2019, tertanggal 16 Februari 2019 ; ------—————-————-

Surat Komisi Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Barat
Penjelasan Tertulis Terkait CALEG PAN DAPIL 2
SULBAR dengan nomor: 81/PL.01.2-
SD/76/Prov/11/2019, tertanggal 18 Februari 2019 ; -

Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Sulawesi
Barat 2 Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan
Sulawesi Barat 2; ---------mmecooo

Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar vang
ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdavaan
Masyarakat dan desa Nomor: 020/ K.
Bawaslu.Prov.SR.06/PM.00.01/1/2019 Perihal
Permintaan SK Kepala Desa Periode 2018-2024

tertanggal 11 Januari 2019; -~~~ -



Bukti P-15

Bukti P-16

Bukti P-17

Bukti P-18

Bukti P-19

Bukti P-20

Bukti P-21

Bukti P-22

Bukti P-23

Bukti P-24

Surat Pengunduran diri  saudara Jalaluddin
pertanggal 28 Desember 2018 sebagai Caleg DPRD
Provinsi Sul-Bar dari Partai Amanat Nasional dengan
Nomor urut 8 Dapil Sulbar 2 Poiman A, tertanggal 28
Desember 2018 ; ------ e TP T

Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penemu; -----------------

Berita acara penverahan dokumen, tertanggal 10
Maret 2019 ; ----amr i e

Keterangan tertulis saudara Jalaluddin Kepala Desa
Ihiing tertanggal 10 Maret 2019 § ———rr=rrrommminiliis

Surat Keputusan Nomor : PAN/30/B/Kpts/K-
S/005/11/2019, tertanggal 8 Februari 2019 ; ---------

KTP saudara Jalaluddin Kepala Desa lhing. -----------

Form A Laporan Hasil Pengawasan Ke Dinas
Pemerintah Masyvarakat dan Desa tertanggal 2

Januar 2019 ; ------mmmmme oo oo

Surat Pengunduran diri saudara Jalaluddin sebagai
Pengurus dan Anggota Partai Politik, tertanggal 12
Maret 2019 § —commme o

Form A Laporan Hasil Pengawasan memastikan Sdr.
Jalaluddin mundur sebagai caleg atau mundur dari

keanggotaan Partai, tertanggal 12 Maret 2019 ; -~

Tanda terima surat KPU Prov. Sulawesi Barat
dengan nomor : 093/ K. Bawaslu-
Prov.SR.06 /PM.00.02/111/2019. Tertanggal 13 Maret
2019, o et o e e o R A et e 8 A e ey e
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3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu -------------uoonnnn -t Hea

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil temuannya, Penemu juga
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Ahmad Nasaruddin dan
Jaddar vang meberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang
pemeriksaan hari Jum’at, 8 Maret 2019, Adapun keterangan masing-

masing saksi adalah sebagai berikut:-- oo

Keterangan Saksi Ahmad Nasaruddin ----------- e L

- Bahwa saudara Ahmad Nasaruddin adalah Saksi yang juga
sebagai Anggota Panwascam Bulo Kab. Polewali Mandar yvang
telah didenganr Kesaksianya pada sidang dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu terkait Caleg dari Partai PAN vang telah
masuk DCT terpilih menjadi Kepala Desa Thing Kec. Bulo Kab.
Polewali Mandar, pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 8
Maret 2019 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat ; --

- Bahwa Sdr. Ahmad Nasaruddin sebelum memberikan kesaksian,
dia terlebih dahulu menjelaskan Tugas pokoknya sebagai Anggota
Panwascam ; ---=----== - e

- Bhwa Sdr. Ahmad Nasaruddin melakukan pengawasan terhadap
Peserta Pemilu beserta semua Unsur-unsur Pendukungnya dan
melakukan Pencegahan dengan melakukan sosialasasi terhadap
Masyarakat ; ——------ o e e

- Bahwa Saksi setelah melakukan Pengawasan Pemilu dan
menemukan adanya dugaan pelanggaran administratil Pemilu,
yaitu adanya Caleg Partai Amanat Nasional Dapil 2 Sulbar an
Sdr. Jalaluddin yang juga sebagai seorang Kepala Desa terpilih
pada Pemilihan kepala desa serentak ; - -~ - .

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Jalaluddin adalah scorang Kader
Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat :

- Bahwa saksi setelah mengetahui adanya dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu, selaku Anggota Panwascam vang bertugas
melakukan pencegahan telah berupaya menemui Sdr Jalaboddin
untuk melakukan koordinasi terkait Kepala Desa tigdak  bias
merangkap sebagai Anggota Partai, namun vang bersangkutan
tidak bias ditemui ; —---------- e '

- Bahawa terkait dengan tugas Panwascamn saksi telah mels kitkan
Pencegahan dengan berkoordinas: kepada Hawashi Kab. Polewasll

Mandar untuk menurunkan Alat Peiaga Kampaoyve APK] sdo
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Jalaluddin yang dindar sudah tidak lagi menjadi Caleg Partai
Amant Naswonal sctelah terpilih menjadi Kepala Desa ; -« ooovane
Rahwa saksi menjelaskan sdr. Jalaluddin terpilih menjadi Kepala
Desa pada tanggal 31 Oktober tahun 2018, dan dilantik sebagai
Kepala Desa thing Kecamatan Bulo, Kab. Polewali Mandar pada
tanggal 29 Desember 2018 ; -cccemvmmm e e
Bahwa saksi menemui sdr. Jalaluddin  pasca pelantikannya
scbaga: kepala Desa, dan menyampaikan bahwa seortang Pejabat
Kepala Desa tidak boleh menjadi pengurus Paratai Politik dan
harus mengundurkAn diri ;- --- oo mmmme e

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. Jalaluddin telah mebuat
Surat Pengunduran dini sebagai Caleg. Dari Partai Amanat
Nasional (PAN) dan terkait hal itu akan berkordinasi dengan
Pimpinan DPW PAN Sulawesi Barat ; -~ -~ -oomimee e
Bahwa saksi stelah meberitahuakan hal tersebut kepada sdr.
Jalaluddin, saksi kembali berkoordinas: dengan Bawaslu Kab.
Polewali Mandar pada tanggal 1 Januari 2019 ; - ocooeeniaans

- Bahwa sctelah berkoordinsi kepada Bawaslu Kabupaten Polewali
Mandar, Bawaslu Kab. Polewali Mandar meberikat Intruksi agar
semua APK an. Sdr. Jalaluddin agar di turunkan karena yang
bersangkutan sudh tidak lagi menjadi Calon Legsiatif |~ - oooe

ﬁ“ “”’ ’A-{-!-‘“E’; , Bahwa saksi pada pokoknva telah berupayva melakukan
ﬁ:: - {?‘ Koordinasi terhadap sdr. Jalaluddin terkait rercantumnva di DCT
;.‘;: ;:[ scbaga) Caleg DPRD Provinsi dari Partai PAN, sedangkan yang
L’t '?ﬂ] bersangkutan telah terpilih menjadi Kepala Desa Thing Kee. Bulo,

'f”}‘ — t;}f Kab. Polewali Mandar ; ---------ooo o
S - Bahwa saksi selaku Panwascam Kec, Bulo telah bekerjoe maksimal

melakukan Pengawasan terkait pelaksanaasn Pemilu tahun 2019
m“m, S e ,
- Bahwa sdr. Jadar adalah saks: memberikan keterangan dalam

Sidang Dugaan Pelanggara Admumnistratf Pemilu yang diduga
dilakukan oleh KPU Provinsi Slawesi Baral terkait adanva Caleg

dan Panai PAN Terdaftar DCT varnig frelah terpilih meniadi Kepala

Desa thing Kec. Bulo Kab. Polewali Mandar ;- - -~ - -

- Bahwa saksi pernah bertemu sdr. Jalaluddin sebanyak 2 kal

untuk melakukan Koordinasi terkait seorang Pejabat Kepala Desa
tidak boleh menjadi Pengurus Partai [ -~ -+ ------mommoo oo

- Bhwa saksi tdak mengetahaui langsung mengenai pen ;}!rman
dan pendaftaran Sdr. Jalaludd:n -»rhagax Kepals Desa akan tetapt

‘i .




Keterangan Saksi Jalaluddin

pencalonan  sdr.  Jalaluddin diketahuinya dari Imformasi
Masyarakat SCteMPAL § == - e e o e

Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah  melihat  ataupun
menyaksikan langsung tentang Pelantikan sdr. Jalaluddin sebagi
Kepala Desa Thing Kee. Bulo Kab. Polewali Mandar ; ------ooaooonee

Bahwa saksi mengatakan mengetahui tanggal pelantikan Sdr.
Jalaluddin sebagai Kepala Desa lhing pada tanggal 29 Desember
2018 yang dilaksanakan di Gedung Gadis Kab. Polewali Mandar
berdasarkan Informasi dari Masyarakat ; ------c-coooeeaneaes RGGRE TR
Bahwa setelah pelantikan Sdr. Jalaluddin sebagai Kepala Desa
[hing tepatnya padsa tanggal 7 Maret 2019 Saksi bertemu dengan
Jalaluddin dan saat itu Sdr. Jalaluddin meperlihatkan Surat
terkait Pengundurannya sebagai Pengurus Partai Amanat
Nasional (PAN) ; ~~—--=reesmrenros e oo e cm e e o e e

Bahwa Sdr. Jalaluddin adalah Saksi Fakta yang didengar
keterangannya terkait adanya dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu atas pencalonannya sebagai Kepala Desa yang nota bene
sebagai caleg Partai PAN yang telah masuk DCT ; ---—-----——----—--
Bahwa saksi mengetahui atas pemanggilannya untuk hadir
meberikan keterangan di Kantor Bawaslu Provinsi Sualwesi Barat
yaitu adanya temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ; |
Bahwa saksi memberikan klarifikasi terkait ketidak hadirannva
sebanyak dua kali pada saat di undang oleh Bawasiu Kkab.
Polewali Mandar dikarenakan oleh waktu dan kondisi karena
tidak mempunyain kendaraan ; --==-=--coooooo
Bahwa terkait dengan Pencalonannya sebagai Kepala Desa, Saksi
menjelaskan mengetahui bahwa tidak ada aturan secara Eksphsir
mengatur mengenai larangan seorang anggota partai untuk
mecalonkan Kepala Desa, bahwa saksi juga pernah berkonsultasi
kepada KPU Kab. Polman mengenai apakah ada aturan vang
melarang hal tersebut j ---------—emmesee e

Bahwa saksi mengetahui pasca pelantikannva sebagai kepala
Desa baru mengetahui bahwa jika seseorang memjabat sebaga
Kepala Desa tidak boleh menjadi Pengurus Partiag .»tfc.upu sebaghi
Caleg. Dan terkait dengan hal tersebut Saksi telab mengajukan
Perihal Permohonan pengunduran diri scbagal Caleg Partai PAN
kepada KPU Provinsi, maupun kt:pmiarlwti.ia DPW Partal PAN
tertanggal 26 Januari 2019 ; SO s G e st =
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Bahwa pasca pengajuan Surat Pengunduran diri, saksi mengakui
bahwa Panwascam Kec. Bulo a.n Ahmad Nasaruddin beberapa
kali berkunjung ke rumah saksi dan dalam kesempatan itu
anggota  Panwascam  atas nama Ahmad  Nasaruddin
menvampaikan perihal seorang Caleg yang sudah masuk DCT
agar tidak mendaftar jadi Kepala Desa ; -~ -~~~ e seeaes
Bahwa terkait dengan Pertemuannya dengan Panwascam Kec.
Bulo, saksi telah mengklarifikasi akan segera mengajukan
pengunduran diri sebagi Caleg Partai PAN sekaligus sebagai
Pengurus Paratai dan menurunkan APK bersangkutan Pasca

terpilihnya sebagi Kepala Desa lhing Kec. Bulo Kab. Polewali

Bahwa saksi dalam keterangannya yang pada pokoknya
pendaftaran kepala Desa pada Periode pertama mengatur bahwa
seorang Pengurus Partai ataupun Terdaftar di KPU sebagai Caleg
tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagi Kepala desa,
sedangkan pada periode Pendaftaran Sdr. Jalaluddin adalah di
tahap kedua dimana sdh tidak ada aturan yang mengatur tentang
Pengurus Partai ataupun Caleg dilarang untuk medaftarkan diri
sebagi Kepala Desa ; -------===-=oommmmee
Bahwa pada saat akan mendaftar kepala Desa, saksi pernah
menyampaikan perihal pengunduran diri sebagai Caleg Kepada
Ketua DPW PAN Sulbar yaitu Bapak. Asri Anas, bahwa terkait
penyampaian saksi perihal pencalonan Kepala Desa Bapak Asri
Anas menyampaikan sialahkan jikalau hal itu sudah menjadi
Aspirasi Masyarakat ; —----------ommmmmmmme
Bahwa terkait dengan Pendaftaran saksi sebagai Kepala Desa
yang sudah terdaftar sebagai DCT Partai PAN, sudah mengetahui
Konsekuwen dikemudian hari, bhahwa pada pokoknyva Sdr
Jalaluddin siap menerima resiko di kemudian Hari | -~~~
Bahwa terkait dengan setelah pendaftaran sdr. Jalaluddin sebagai
Kepala Desa saksi mengaku tidak pemah mendapatkan
penyampaian rtesmi dari KPU mengenal Larangan anfuk
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, akan tetap: Saksi ielah
mengajukan surat pernyataan pengunduran diri kepada Parati
dan tembusan kepada BPMD Kab. Polewali 2 (dua) hart sebelum
pelamititan ; — o eesenenc ool e .
Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 atau dua hati sebelum
pelantikan, saksi telah mengajukan Penginduran dint  sebagas
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Calon Legislatif dari Partai PAN DAPIL 2 Sulbar dan dikirim
langsung ke Sekretariat DPW Partai PAN © <o
Bahwa Saksi telah mebuat Surat pernyataan tidak aktif schagai
Pengurus Partai dan Caleg pada tanggal 26 Desember 2018 untuk
mengantsipasi Ketika Pelantikan sebagai Desa ; -----conaee .
Bahwa saksi menerima SK Pemberhentian scbagai Anggota Partai
setlah dilantik sebagi Kepala Desa pada Bulan Februari 2019
kemudian meneruskan ke BPMD Kab. Polewali Mandar R
Bahwa saksi mengakui surat keputusan yang dikeluarkan oleh
Partai perihal Pemberhentian belum pernah di koordinasikan
kepada Penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu ; - ..
Bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan
pertanyaan Majelis pada sidang dugaan Pelanggaran

Administyatil Fem il e e S

4. Uraian Jawaban Terlapor ----------cceoemreemcmmecrecncccec o ccmmceee e mm

Berdasarkan pasal 243 UU Nomor 7 tahun 2019 tentang
Pemilihan Umum, menyatakan daftar bakal calon anggota DPRD
Provinsi ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu tingkat
PIDNAOSE et
Tahapan penetapan DCT adalah tranggal 20 september 2018,
sedangkan pemilihan kepala desa berlangsung pada tanggal 31

oktober 2018 dan pelantikan Kepala Desa lhing pada 29
desember 2018. Dengan demikian terbukti bahwa penetapan DCT
lebih awal dilakukan sebelum pemilihan dan pelantikan kepala
desa lhing Kecamatan Bulo 1Gh. Polewali Mandar. -

Dalam hal terdapat Calon legislatif yang tidak lagi memenuhi

syarat setelah penctapan DCT, maka berdasarkan Surat kPU Rl
Nomor 31./PL.01.4-SD/06/KPU/112019, Tanggal 09 Januari

2019 Perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penctapan
Daftar Calon Tetap (DGT) pada angka 3 menvatakan "Prosedur

yang harus ditempuh terkait dengan perubahan peaetapan DOT
karena tidak lagi memenuhi syarat adalah @ a. KPU Provinst/ KIP

Aceh dan KPU/KIP KabupatenfKota miclakukan  kiarihkasi

kepada Partai Politik dan Instansi vang berwenang untik

memeroleh bukti pendukung. berkaitan dengan keadaan vang

terjadi terhadap salah satu calon legislaitt DPRD Provins:

Sulawesi Barat Dapil 2 (Dua) atas nama JALALUDDIN nomor urut

8 (delapanj dari Partai Amanat Nasional (PAN) dimans WPU

Provinsi Sulawesi Barat sampai saat i Lelnmmendapatkan
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bukti pendukung dari PAN disebabkan oleh karena Pengurus PAN
tidak memberikan klarifikasi, maka seyogyanya temuan
pelanggaran administrasi pemilu ini ditujukan kepada partai
dalam hal ini adalah Partai Amanat Nasional (PAN). ----------=------
Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat benar telah menetapkan
daftar calon tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah
Pemilihan Sulawesi Barat II tanggal 20 September 2018 yang
didalmnya juga ditetapkan saudara Djalaluddin sebagai calon
tetap dari PAN Prov. Sulawesi Barat. -------------=------osoomomommomooee
Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat benar telah menjawab surat
dari Bawaslu Kab. Polewali Mandar pada tanggal 18 Februari
2019 dengan nomor 81/PL.01.2-SD/76/Prov/11/2019 perihal
penjelasan tertulis caleg PAN Sulbar yang pada intinva
menjelaskan langkah-langkah yang telah ditempuh sebagai

a. Surat dinas nomor 25/PL.01.1-SD/76/Prov/1/2019 tanggal 14
Januari 2019 perihal undangan Klarifikasi Pimpinan Partai
Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Barat dengan hasil rapat;
“DPD Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat yang
diwakili oleh Khaerul Amri, SH.,MH sebagai Ketua Divisi
Hukum PAN Sulbar, menyatakan tidak dapat menjawab
klarifikasi ini dikarenakan caleg yang bersangkutan akan
hadir KPU Provinsi Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 7
Januari 2019, caleg yang bersangkutan telah dilantik menjadi
kepala desa Ihing Kecamatan Bulo Kab. Polewali Mandar pada
tangmalSOiDesember 2016t s

b. Surat dinas nomor 41/PL.01.1-SD/76/Prov/1/2019 tanggal 24
Januari 2019 Perihal undangan klarifikasi Pimpinan Partai
Amanat Nasional (PAN) wilayah Provinsi Sulawesi Barat
dengan hasil rapat : ------------ oo —— e
1) Bahwa pada prinsipnya KPU Provinsi Sulawesi Barat telah

melakukan klarifikasi pada beberapa pihak terkait yakmni
dinas PMD Polewali Mandar DPW PAN Provinsi Sulawesi
Barat serta calon yang bersangkutan----------- -~ -

2) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana vang dimaksud
pada point 1 (satu) belum memberikan hasil vang
diharapkan, —-----~--=--===m e oo iowomboe oot

3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada pomt 2 {dua]

bahwasanya sampai dengan saat ini tanggal 14 Februari |
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2019 DPW PAN Sulawesi Barat belum menyampaikan surat
keputusan pemberhentian calon anggota Legistatf DPRD

Provinsi Sulawesi Barat Dapil 2 {dua) atas nama Jalaluddin
nomor urut 8 (delapan). ‘

4] Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut KPU Provinsi
Sulawesi Barat belum melakukan perubahan DCT (Daftar

Calon Tetap) Pemilu Tahun 2019, -~--—ooooeo o

Bahwa berdasarkan berita acara nomor 011/PL.O1.1-
BA/76/1/2019 perihal klarifikasi Calon Legislatif Partai Amanat
Nasional (PAN] An. Jalaluddin pada Dapil 2 Sulbar Pemilu
2019diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan belum
menyampaikan kepada PAN perihal pengunduran diri sebagai
caleg, terbukti pada pernvataannya pada berita acara tersebut
diatas vang bersangkutan menyatakan akan membuat
pernyvataan mundur sebagai caleg PAN kepengurus PAN paling
lambat tanggal 6 Februari 2019, akan tetapi sampai saat ini KPU
Provinsi Sulawesi Barat tidak pernah mendapatkan informasi
atau bukti  terhadap  kebenaran yang  bersangkutan
menyampaikan surat pengunduran din kepada PAN, disebabkan
karena pengurus PAN tidak memberikan klarifikasi. ----------------
Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat belum melakukan tindakan
perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan melakukan
pencoretan terhadap Saudara Jalaluddm darn DCT. Hal ini
dEIASAIERTI DRGNS === g
a. Pasal 7 ayat (1) huruf k paoin 2 PKPU Nomor 20 tahun 2018

tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota, adalah

merupakan persyaratan bakal calon, sedangkan kasus terkait

saudara Jalaluddin merupakan permasalahan yang timbul

setelah penetapan DCT. ---------- e e s S

b. Surat KPU RI nomor: 31/PL.01.4-8D/06/KPU/1/2019, tanggal

09 Januari 2019 perihal calon tidak memenuhi syarat pasca
penetapan daftar calon tetap (DCT) pada angka 3 menyatakan _
“prosedur vang harus ditempuh terkail dengan perubahan |

penetapan DCT karena tidak lagi memenubi svazat adalah : a.
KPUProvinsi/KIP Aceh dan KPU/KIY Kabupaten/RKota

melakukan klarifikasi kepada parta: politk dan instransi yang
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berwenang untuk memperoleh bukti pendukung”. Dimana
dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Barat sampai saat ini
belum memperoleh bukti pendukung dari Partai Amanat
Nasional scbagai partai yang mengajukan pencalonan yang
DErBANEKULAN, ~- - o a e el
c. KPU Provinsi Sulawesi Barat kesulitan dalam memperoleh
bukti pendukung yang diperlukan, disebabkan oleh karena
Partai Amanat Nasional tidak memenuhi undangan klarifikasi

nomor 41 /PL.01.1-Und/76 /Prov/1/ 2019, -—-----mmemmommeeeeeee

Petitum -
Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut diatas

mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi
Barat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----------------
1. Menolak Materi Laporan Penemu Dugaan Pelanggaran
Administraratif Pemilu untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan tidak dapat diproses ;-----------------=----
2. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran administrasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; ----------------

3. Membebaskan Terlapor dari Sanksi Pelanggaran Administrasi

4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex a qua et bone] ;--------~---------ooom oo
Bukti-Bukti Terlapor ; - - -

Bahwa untuk menguatkan Jawaban/ tanggapannva, terlapor

melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut - -

Bukti T-1 . Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi
Sulawesi Barat 2 Partai Amanat Nasional :

Bukti T-2 + Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 81 /
PL.01.2-SD / 76 / Prov / 11 / 2019 perihal
penjelasan tertulis caleg PAN Sulbar, tertanggal
18 Februari 2019 | = -

Bukti T-3  : Surat dinas nomot 25/P1.01.1-
SD/76/Prov/1/2019 tangga! 14 januar 20109

perihal undangan klarifikasi Punpinan Partai
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Bukti T-4

Bukti T-5

Bukti T-6

Bukt T-7

Bukti T-8

Bukti T-9

Bukti T-10

Bukti T-11

Amanat Nasional (PAN) Wilavah  Provinsi
Sulawesi Barat, tertanggal 14 Januari 2019 .

Surat dinas nomor 41/ PL.0O1.1-8SD / 76 / Prov
/ 1/ 2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal
undangan klarifikasi Pimpinan Partai Amanat
Nasional (PAN) Wilayah Provinsi Sulawesi Barat,
tertanggal 24 Januari 2019 ; ~-----wcr-ccmcceenun.
Berita Acara Nomor 005/PL.O1.1-
BA/03.2/76/Prov/1/2019 perihal Rapat Pleno
Klarifikasi Terkait Daftar Calon (DCT) Tetap
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dapil
Sulbar 2 Partai Amanat Nasional Pemilu Tahun
2019, tertanggal 3 Januari 2019 ------------moonev
Berita Acara Nomor 011/PL.01.1-BA/76/1/2019
perthal Klarifikasi Calon Legislatif Partai
Amanat Nasional (PAN) An.Jalaluddin pada
Dapil 2 Sulbar Pemilu 2019, tertanggal 29
Desember 2018 . - ----- oo e
Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor
41/PL.01.1-Und/ 76 / Prov /1 2019 Perihal
Undangan Klarifikasi, tertanggal 24 Januari

Berita Acara Nomor 13 / PL.O1.1-BA / 03.2 /
76 / Prov / 11 J 2019 perihal Rapat Pleno
Tindak Lanjut Klrifikasi Calon Anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 2 Partai
Amanat Nasional Pemilu Tahun 2019,
tertanggal 14 Februari 2019 ;-----s-rmremmvroamenen
Surat KPU Rl Nomor 31./ PL.O1.4-SD / 06 /
KPU / I / 2019, Tanggal 09 Januvari 2019
Perihal Calon Tidak Memenuhi Svarat Pasca
Penetapan Dafiar Calon Tetap (DCT), tertanggal
9 Januari 2019; Mo mrmcemomr e cnaes

Surat Dinas Nomor 04/PL.01.1-8D / 03.2 / 76
/ Prov / 2019, tertanggal 3 Januari 2019, -~

Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar
Nomor 514 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan
Kepala Dcsa,jﬁﬂanggal 27 Desember 2018 -
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Bukti T-12 : Surat Pernvataan  tdak  aktif dalam
kepengurusan Partai PAN Caleg 2019 An,

Jalalauddin, tertanggal 26 Desember 2018 ; ----

Bukti T-13 : Surat Pernyataan Mundur sebagai Caleg DPRD
| Provinsi | SUlowes Bamt dar | PANY Am
Jalaluddin, tertanggal 28 Desember 2018 ; --—--

5. Keterangan Saksi Yang diajukan Terlapor :

-Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan

Saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang
pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut © -—----m-os e rom oo s s
Keterangan Saksi Kurnyadi - ------------------oomemmmmmoommoonee
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya adalah PNS Organik di
Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Barat terangkat Pada
Tahun 2010 dan Jabatan sckrang sebagai Kasubag Teknis
KPU Provinsi Sulawesi Barat | ---------------=-s-mmmmmommiino o
-Bahwa saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui
tentang Tahapan Pencalonan dimulai pada bulan Juni
tahun 2018 sampai dengan Penetapan Daftar Calon Tetap
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat | ----------=--rroooone
-Bahwa saksi menjelaskan pada tahapan pencalonan
tugasnya adalah melakukan verifikasi berkas calon Anggota
DPRD Provinsi Sulawesi Barat -==-----—-- =--smmoomoornmao oo
- Bahwa saksi mengetahui daftar calon tetap DPRD Provinsi
Sulawesi Barat secara keseluruhan sebanyak 506 Caleg
namun saksi secara spesifik tidak mengetahui jumlah Caleg
PAN daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2; ------------wo-oooommme
- Bahwa saksi menjelaskan dirinya yang melakukan verifikasi
berkas bakal calon dari partai amanat nasional daerah
pemilihan sulawesi barat 2 dan saksi juga menjelaskan
bahwa sebelumnya tidak mengetahui Sdr. Jalaluddin nant
setelah membuat undangan klarifikasi pada tanggal 14
Januari 2019 yang ditujukan kepada Partai Amanat
Nasional baru dirinya mengetahui Sdr. Jalaluddin adalab
salah satu caleg dari PAN Sulbar daerall permilihan sulawesi =5
barat 2 yang saat ini terpilih menjadi kepala desa: - —----
- Bahwa saksi mejelaskan pada s;aai klarifikasi pertama pada. y
tanggal 15 Januari 2019 saksi menjadi notulenst pada saat



klarifikasi DPD Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi
Barat vang di Wakili Khaerul Amri, SH., MH scbagai Divisi
Hukum PAN Sulbar, namun pada saat itu pihak PAN belum
dapat memberikan keterangan secara jelas terhadap
Pengunduran diri Sdr. Jalaluddin ; - =<~ o-ceeemamceee L

- Bahwa saksi mejelaskan pada tanggal 24 Januari 2019 KPU
Provinsi Sulawesi Barat kembali mengundang PAN Sulbar
untuk diklarifikasi, namun pada tanggal 25 Januari 2019
pihak PAN Sulbar tidak hadir memenuhi undangan
klanfikasi KPU Provinsi Sulawesi Barat; -~ - ———o ...

- Bahwa saksi menjelaskan setelah tanggal 24 Januari 2019
dirinva tidak pernah lagi membuat undangan klarifikasi
akan tetapi setelah rapat, Kabag KPU Provinsi Sulawesi
Barat memberikan perintah kepada saksi untuk berangkat
ke Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan klarifikasi
di Instans: terkait, namun pada saat itu saksi tidak ikut
berangkat ke Kab. Polewali Mandar vang berangkat ke Kab.
Polewali Mandar pada saat itu adalah Komisioner KPU
Sulawesi Barat Bapak Saixd Usman, Kabag dan 1 orang staf;

- Bahwa saudara saksi menjelaskan pada tanggal 4 Februari
2019 Kamosioner KPU Sulbar bapak Said Usman
menverahkan berkas kepada saks: untuk dibuatkan benita
acara dan saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 14
Februan 2019 saksi baru membuat berita acara rapat pleno
KPU Provinsi Sulawesi Barat | ----- - wseeeemo oo

- Bahwa saksi menjelaskan dinnva adalah Kepala Bagian

.,h'--"_‘_‘:(r'. Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;---—- -~~~ -~
- Bahwa saksi membenarkan adanva tim vang dibentuk oleh
KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi
kepada instansi terkait di Kab. Polewali Mandar pada
tanggal 29 Januari 2019 dimana dasarmva adalah Surat
KPU RI No. 31 dan Surat Temuan Bawaslu Kab. Polewali
Mandar tentang adanya pelanggaran administrasi pemiiu
sehingga KPU Provinsi Sulawes) Barat memandang perlu
untuk melakukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk
mendapatkan bukti pendukung ; -~ oo
: _{

T
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- bahwa saksi membenarkan bahwa Sdr. Jalaluddin adalah
Calon DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang diajukan oleh
PAN Sulbar Dacrah Pemilihan Sulbar 2; -----«ceeeee.

-bahwa saksi menjelaskan pada saat ke Kab. Polewali
Mandar tujuannva untuk melakukan klarifikasi kepada
Kepala Dinas PMD Kab. Polewali Mandar dan kepada Sdr,
Jalaluddin untuk mengetahui apakah benar Sdr. Jalaluddin
dilantik sebagai Kepala Desa: ----~---ooooeooemoaoo L.

- bahwa saksi menjelaskan pasca penetapan DCT dimana
calon tidak lagi memenuhi syarat menjadi calon Anggota
DPRD ketika vang bersangkuatan dipidana penjara,
mengundurkan diri menjadi anggota partai politik atau
diberhentikan menjadi anggota partai politik; --------=---------
- bahwa saksi membenarkan telah bertemu dengan pihak
PMD Kab. Polewali Mandar dimana pihak PMD
membenarkan bahwa Sdr. Jalaluddin mendaftar sebagai
Kepala Desa dan sudang dilantik pada tanggal 30 Desember
2018 sebagai calon terpilih kepala desa; --—-----—---------nrnevnn
- Bahwa saudara saksi menjelaskan bahwa terlapor telah
melakukan klarifikasi langsung ke pihak-pihak terkait yang
ada di Kabupaten Polewali Mandar yakni ke Dinas
Pemberdavaan Masyarakat dan Desa. Darn hasil klarifikasi
tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan antara
lain - e eas S

1. Surat Pernyataan tidak aktif dalam pengurusan Partai
dan caleg 2019.-------mmmmem

< T= / 2. Surat pernyataan mundur sebagai caleg DPRD Provinsi

Sulbar dan Partai Amanat Nasional dengan nomor urut 8
DAPIL 2 Sulbar.--—-----=cecemmeemem oo e e e
3. SK Bupati Polewali Mandar Nomor: 514 tahun 2018
tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa
dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar 2018-2024. -
- Bahwa saksi menjelaskan setelah tim klarifikasi kembali ke
Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak serta merta
membuat berita acara pleno disebabkan karena hasil
klarifikasi dari Sdr. Jalaluddin menyampaikan kepada KPU
akan membuat surat pengunduran diri dari PAN Sulbar
paling lambat tanggal 6 Februari 2019 namiun sampa han
ini KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak pernab menerima
A

T
5
T
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6.

surat dari PAN Sulbar tentang surat pengunduran diri yang
bersangkutan  Sdr. Jalaluddin, nanti pada  tanggal 14
Februan baru dibuatkan bevita acara;

Hahwa saksi menjelaskan terhadap  berita acara yang
menyatakan Sdr. Jalaluddin belum dapat dicoret dan Daftar
Pemilih Tetap dikarenakan KPU Provinsi Sulawesi Barat
belum mendapat bukti pendung dari Partai  Amanat
Nasional Provinsi Sulawesi Barat terhadap pengunduran
dirt atau surat pemberhentian  dari Partai PAN - Sdr.

AT b cocococosommo o mm ot m s o e R o e e RS

Kesimpulan terlapor dan Pelapor
a. Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran

Administratif  Pemilu Nomor Register : 02 / ADM /[

BWSL.PROV 30.00 / II / 2019 Tanggal 18 Maret 2019

mengajukan kesimpulanya sebagai berikut @ -~ oo

- Bahwa benar saudara Jalaluddin adalah Kepala Desa
Ihing Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar yang
terpilih pada tanggal 31 Oktober 2018 dan dilantik pada
tanggal 29 Desember 2019;--- - —-ao-- Rt - wmmne

- Bahwa sesuai dengan bukti surat yang dilampirkan oleh
Penemu, Bukti P-8 dan Bukti P-9 bahwa benar saudara
Jalaluddin  menjabat  sebagai  Kepala Desa  Thing
Kabupaten Polewali Mandar periode 2018 - 2024; - ..

- Bahwa bukti surat yang dilampirkan oleh Penemu yakni
Bukti P-15 telah memasukkan surat pengunduran diri
saudara Jalaluddin pertanggal 28 Desember 2018
sebagai Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai
Amanat Nasional dengan Nomor urut 8 (delapan) Dapil 2
(dua) Sulawesi Barat;------------- - cree . en o

- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh penemu bukti P-
22, saudara Jalaludin telah mengajukan  surat
pengunduran diri sebagai pengurus dan anggota Partai
Amanat Nasional;---------—--——~ ...

-Bahwa KPU Provingi Sulawesi barat masih  belum
melakukan perubahan Daftar Calon Tetap (DC7T) Partai
Amanat Nasional Nomor Urut 8 {delapan) alas name

Jalaluddin,;--—-----co-oommaes cagee o
- Bahwa kewajiban mengundurkan diri bagi Kepala Desa
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sebagaimana norma pasal 7 avat {1} Huruf k poin 2
menipakan hal vang sangat penting untuk diperhatikan.
Begitu pentingnva svarat mengundurkan diri tersebut,
Apabila terdapat Kepala Desa vang akan menjadi calon
anggota legislatif, pengunduran diri aquo tidak dapat
ditank kembali {vide: Pasal 8 avat (1) huruf b pein 6
PKPU 20 Tahun 2018). Meskipun dalam faktanya
Saudara Jalaluddin pada saat ditetapkan dalam DCT
belum berstatus scbaga: kepala desa, tetapi saat ini
saudara Jalaluddin sudah menjabat sebagai kepala desa,
maka secara subtansi tidak lagi memenuhi svarat sebagai
LML = vt o e 2 L S e

- Bahwa terlapor berpendapat bahwa syarat
pemberhentian dari keanggotaan partai politik haruslah
dari parta: politik yang bersangkutan, membuat terlapor
membuka  peluang  kepada  partai politik  untuk
menvalahgunakan pendapat  tersebut, dengan cara
menghambat/menunda pemberhentian calon anggota
legislatit.  Apabila  hal ini dibiarkan maka akan
bertentangan dengan asas penyelenggara pemilu yaitu
asas mandin, tertib dan efektif, -

- Bahwa surat dinas KP Republik Indonesia Nomor
:31/PLO1.4-SD/06/KPU,1/2019 Perihal Calon Tidak
Memenuhi Syarat Pasca Pemetapan Daftar Calon Tetap
(DCT) tertanggal 09 Januan 2019 Dijelaskan pada angka
1 huruf d bagian ke 2 menvatakan bahwa @ “calon
anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan  DPRD
Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT dalam hal
vang bersangkutan: Dinvatakan tidak lagi memenuhn
syarat calon, meliputi: diberhentikan/mundur sebagai
anggota partai politik yang mengajukan. [engan
memperhatikan pendapat KPU Provinsi Sulawes: Barat
vang menvatakan bahwa jika partai politik tidak
melakukan proses pcmbex;hcntian aguo, maka nama
calon aquo tidak dapat dioret dari DCT Maka pada ‘sisi
hukum inilah terjadi penafsiran vang kelru dar K
Provinsi Sulawesi Bara: Berdasarkan bukii vang
diperoich penemu  (bukti P-22) calon aguo telah

memvatakan mcngundm diri dart peogurus dany o0 G
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anggota partai. Setelah mengetahui hal tersebut,
seharusnya KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan
pleno dan menerbitkan keputusan untuk mencoret nama .
CHRn O AR PDUT; e e e e
- Bahwa mengundurkan diri secara subtansi adalah hak,
apabila terdapat calon yang ada dalam DCT memutuskan
untuk menggunakan haknya untuk mengundurkan diri,
maka secara hukum rnutatis mutandis seseorang
kehilangan haknya atas calon untuk dipilih. Oleh karena
itu, pengunduran diri seharusnya tidak perlu
mendapatkan persetujuan dari partai politik vang
MENGUSUNZNY A~~~ == === === == e oo e e
- Bahwa dengan proses dan alur vang panjang untuk
melibatkan kewenangan partai politik yang mengusung
calon aquo akhirnya membuat terlapor tidak dapat
melaksanakan kewenangannya sebagaimana tertuang
dalam pasal 75 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum. Padahal KPU adalah
lembaga yang mandiri untuk dapat melaksanakan
kewenangannya, terkhusus untuk mencoret calon
anggota legislatif yang sudah tidak memenuhi svarart lagi
sebagai calon anggota legislatif.;-----——---~—---emommmcnee
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, mohon kepada
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Barat Cq. Majelis Pemeriksa untuk  berkenan
memutuskan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----
1. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran

administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum; - - -~

2. Menghukum Terlapor untuk melakukan perbakan
terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme adanya
calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi [larat wvang
tidak memenuhi s_vnml;--#~»~ e 4 Sy

3. Menjatuhkan hukuman teéguran tertulis  kepada
TErIAPOT; -+~~~ ~r==r=-roren o=l

4. Apabila majelis pemeriksa berpesdapat lain, nohon

putusan seadil-adilnva (ex agquo ef bonol. -

*

i 4

e
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b. Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggnran
Administratif Pemilu Nomor Regiates |
02/ADM/BWSL.PROV-30.00/11/2019 Tanggnl 18 Maret
2019 mengajukan kesimpulanya schagai berikut
- Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019 dengan

prose jawab menjawab serta mendengarkan keterangan

Saksi- Saksi Penemu dan terlapor, mengajukan Bukti

bukti berupa surat serta memperhatikan jalannya

Persidangan maka dengan ini TERLAPOR mengajukan

Kesimpulan/Kongklusi sebagai berikut -

1. Pada prinsipnya terlapor tetap dalam pendiriannya.
Pada dalil-dalil jawaban terlapor tertanggal 4 Maret
2019 membantah seluruh dalil-dalil  dugaan
pelanggaran administratif pemilu dengan nomor
register 02/ADM/BWSL.PROV-30.00/11/2019,
kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh

2. Terhadap pelanggaran yang didalilkan penemu:
Bahwa terlapor tidak melakukan tindakan tidak
sesuai  tatacara, prosedur, dan mekanisme

pencoretan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan
tersebut diatas, dimohon kepada majelis pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawes;
Barat yang memeriksa dan memutus dugaan

pelanggaran Administratif Pemilu tahun 2019

dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -

1. Menolak permohonan penemu untuk seluruhnva
atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Mengabulkan  jawaban  TERLAPOR untuk
seluruhnya; -------------- -~ —---

3. Membebaskan TERLAPOR dari sanksi
administrasi;m; ----—--—- - ceeee oo

4, Apabila majelis pemeriksa berpendapat  lamn
mohon putusan yang seadil-adilnva lex asquo et
BONO).; e A e
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7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Berdasarkan materi temuan Penemu dan jawaban terlapor,
serta bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan
ditemukan fakta-fakta 1--------=--=commmmr s
- Bahwa benar Terlapor menetapkan DCT Anggota DPRD
Provinsi dimana diantaranya terdapat nama sdr. Jalaluddin
sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Daerah Pemilihan Sulbar 2 Polman A dari Partai Amanat
Nasional (PAN) (Bukti P-13) ; -----------emmmmmmemeerm e ceen
-Bahwa benar Penemu berdasarkan laporan hasil
pengawasan telah melakukan Pengawasan terhadap Kepala
Desa vang tidak boleh menjadi Pengurus Partai Politik
{BUkaP-2 B3 -8 0H-6) = -iasaee—— e st
-Bahwa benar Penemu berdasarkan laporan hasil
pengawasan terhadap Netralitas Kepala Desa dan BPD
dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 (Bukti P-4} ; ----
-Bahwa Benar Penemu melakukan pengawasan dalam
bentuk investigasi dengan melayangkan surat kepada
Terlapor (Bukti P-10, dan P-11 ) ;---sseccecmmmemammcccccnaeoenae

- Bahwa benar Terlapor telah merespon investigasi yang
dilakukan oleh Penemu dengan menyampaikan surat
penjelasan tertulis terkait Caleg PAN Dapil 2 Sulbar (Bukti

P-12 dan Bukti T-2) ;------mmmmmmom s

- Bahwa Benar Kepala Dinas PMD menindaklanjuti Surat

e ——
,r‘,”".'“*uer}"‘f"
2 LAY g7

17

e Penemu Nomor 020 / K.Bawaslu. Prov. SR. 06 / PM / 00.
01/ 1/ 2019 (Bukti P-8 dan P-9) j-——-----—ommemem e

: - Bahwa pada hari yang sama tanggal 14 Januari 2019,

( “g ” Terlapor melayangkan surat undangan klarifikasi kepada

pimpinan Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Barat
terkait salah satu calon anggota DPRD Provinsi A.n
Jalaluddin Dapil Sulawesi Barat 2 Partai Amanat Nasional;

-Bahwa tanggal 24 Januari 2019, Terlapor mengirimkan
Surat Undangan Klarifikasi untuk yang kedua kabnya vang
didtujukan kepada pimpinan Partai Amanat Nasional
Provinsi Salbar; -------=----ccmmme e

- Bahwa benar Terlapor telah mvlakukan klarifikas: Calon
Legislatif Partai Amanat Nasonal (PAN} An. Jalaluddin pada
Dapil 2 Sulbar Tahun 2019 (Bukti T-6) ; ---

-Bahwa benar Penemu telah melskukan pengiawasan
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berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 12 Maret
2019 vang dalam uraian pengawasannya dinyatakan bahwa
dalam rangka memastikan bahwa Sdr. Jalaluddin telah
menyatakan diri mundur dari keanggotaan Partai Amanat
Nasional, didapatkan informasi bahwa benar surat
pengunduran diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi
Sulawesi Barat yang ditujukan kepada Pimpina DPW PAN
Prov. Sulawesi Barat tertanggal 28 Desember 2018 (Bukti P-

- Bahwa benar Terlapor telah menerima dokumen berupa
surat pengunduran diri Saudara Jalaluddin kepada Ketua
DPP PAN Kabupaten Polewali Mandar yang menyatakan
dengan hormat mundur sebagai Caleg DPRD Provinsi
Sulawesi Barat Nomor Urut 8, Dapil Sulbar 2/Polman A,
sekaligus menyatakan mundur sebagai pengurus dan
anggota Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi
Barat pada tanggal 13 Maret 2019 dibuktikan berdasarkan
tanda terima surat dari Instansi Lainnya dengan Nomor :
093 / K.Bawaslu -Prov.SR.06 / PM.06.02 / III / 2019 {
Bukti P-24). = e - ey e e

b. Berdasarkan Fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Pemeriksa
menilai dan berpendapat: ---------=sme oo
Kewenangan Bawaslu -~
- Berdasarkan Pasal 98 ayat 2 (dua) hurufl d Undang-

undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
menyebutkan “Bawaslu provinsi bertugas  untuk
memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
administrasi pemilu”.; ------------= - NSROEY TR

- Berdasarkan Pasal 99 Undang-undang Nomor 7 tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum menvalakan Bawaslu
Bawaslu Provinsi berwenang “Menenima dan
menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanadn peraluran perundang-
undangan yang mengatur mengenai pemiu” |

- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilothan Umum :uvn}'gihtltkurx
“Pelanggaran Administratif Pemilu meiput terhadap
pelanggaran tata cara, prosedur alau mekoanismae wong
berkaitan dengan adminmistras pelaksanaan  periibi
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dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu” ; -------...
Berdasarkan Pasal 461 ayat (5) vang mengatur bahwa
‘Bawaslu, Bawaslu Prouvinsi, Bawaslu Kab/Kota wayjib
memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan
dan laporan diterima dan diregistrasi’, serta pada ayat (6)
mengatur * Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota untuk menyelesaiakan pelanggaran
administratif pemilu berupa :

1. perbatkan administratif terhadap tata cara, prosedur,

atau  mekanisme sesuai ketentuan peraturan

Tidak ditkutkan pada tahapan tertentu dalam
penyelenggaraan pemilu,; dan ------------————- memmmeeeean
4. sankst administratif lainnya sesuai dengan ketentuan

thdangurdanagiinss ==r= s nsiSInE R

Pokok-Pokok Temuan Penemu --------~ccoo—o—___.._______

- menimbang bahwa penemu telah melakukan pengawasan

dalam bentuk investigasi ke KPU Provinsi Sulawesi Barat
terkait dengan calon anggota DPRD Provinsi Dapil 2
Sulawesi Barat vang diduga masih berstatus Kepala Desa
dan belum dicoret dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Amanat Nasional: -----
menimbang bahwa penemu menyadari meskipun sejak
awal pada saat pendaftaran bakal calon sampai dengan
penetapan DCT anggota DPRD Provinsi Saudara
Jalaluddin belum menjawab sebagai Kepala Desa Thing
Kecamatan Bulo,namun pasca penetapan DCT saudara
ditetapkan sebagai Kepala Desa Ihing berdasarkan surat
nomor 514 tahun 2018
Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilavah
Kabupaten Polewali Mandar Periode 2018 - 2024
tertanggal 27 Desember 2018, olch karena ity syarat

tentang  Pengesahan

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k pont 2
PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakitan Rakvat Daerah
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Kabupaten/Kota “Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi
atas nama saudara Jalaluddin tidak lagi memenuhi
syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi” -
bahwa menimbang Terlapor telah menyatakan melalui
surat pada tanggal 18 Februari 2019 ndengan nomor :
81/PL.01.2-SD/76/Prov/11/2019  perihal penjelasan
tertulis terkait Caleg PAN Dapil 2 Sulbar bahwa berkas
pencalonan saudara Jalaluddin masih memenuhi syarat
(MS) sehinga masih belum melakukan perubahan Daftar
Calon Tetap (DCT) Pemily Tahun 2019, —=-ceoce -
Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentan Pemilihan Umum yang
menyebutkan bahwa bakal Calon Anggota DPR,DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga
Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan
mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara
Nasioanal Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Direksi Komisaris Dewan Pengawas dan
Karyawan Pada Usaha Milik Negara dan atau Badan
Usaha Milik Daerah atau Badan Lain vang bersumber
dari Keuangan Negara menyatakan denagn Surat
Pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali:---------
Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf k, poin 2) PKPU Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kab/kota yang menyebutkan bahwsa
“Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota adalah Waraga Negara Indonsein dan

harus memenuhi Persyaratan mengundurkan diri seba
Kepala Desa”; — - gt s :

gai

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) angka 6 huruf b
PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang pada
menvatakan bahwa kelengkapan administrasi bakal
calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam p

pokoknya

asal 7
ayat (1) dibuktikan dengan mengundurkan diri dan tidak

dapat ditarik kembali bagi calon yang heuqtrm
kepala desa. -~ ___

15 sehagan




Menimbang bahwa persoalan tersebut diatas, majelis
berpendapat @ ------ - s
Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas,
pada pokoknya dimaknai bahwa terhadap kepala desa
yang menyatakan diri untuk mencalonakan sebagai calon
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota
harus mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, -----------
Bahwa terhadap saudara Jalaluddin yang pada saat
pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari
Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 2 Sulawesi
Barat tidak Dberstatus sebagai Kepala Desa dan
dinvatakan memenuhi syarat dalam penetapan Daftar
Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap pada
pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari
Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sulawesi

Bahwa terhadap saudara Jalaluddin yang terdaftar dalam
Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Sulawesi
Barat dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 2
Sulawesi Barat telah mendaftarkan diri sebagai Kepala
Desa dan terpilih sebagai Kepala Desa Thing pada tanggal
27 Desember 2018 (Bukti P-9 dan Bukti T-11). ——-—--———-—--
Bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana pada
prinsipnya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan di dalam DCT
yang pada pencalonannya diharuskan mengundurkan
diri sebagai Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 7
ayat (1) huruf k PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan
dimana hal tersebut juga dimaknai bahwa terhadap calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota
tidak dapat mencalonkan apalagi berstatus Kepala Desa
setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) vang pada
prinsipnya persyaratan sebagai calon anggota DPRD
dapat dinyatakan gugur. -------— - aaee oo ---

Bahwa terkait hal tersebut diatur kemudian di dalam
angka 1 Surat KPU RI  Nomor 31/PL.01.4
SD/06/KPU/1/2019 Perihal Calom Tidak Memenohi
Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) vang,

menyatakan bahwa “Berdasarkan Ketentuan fasal 285
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Undang Undang 7 Tahun 2017, Pasal 35 ayat (1) dan {2)
Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 scbagaimana telah
diubah terakhir dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun
2018 dan angka 1 huruf b Surat KPU Nomor
1275/PL.O1.4-8SD/06/KPU/X/2019 tanggal 15 Oktober
2018 Perthal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon
Tetap (DCT), Calon Anggota DPR, DPD., DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota dicoret dari penetapan DCT
dalah hal vang bersangkutan: —~---ccoeoommammeiina i
a. Menmnggal dunia;

b. Terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye
di masa kampanve,

c. Terbukti melakukan pemalsuan dokumen syarat
calon atau menggunakan dokumen palsu pada saat
pencalonan; dan/atau

d. Menyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon,
meliputi:

1 Terbukti melakukan tindak pidana W}'ﬂ:
2 Diberhentikan/mundur sebagai anggota Partai
Politik vang mengajukan.

- Bahwa berdasarkan Surat KPU Rl Nomor 31/PL.O1.4-
SD/06/KPU/1/ 2019 tersebut dimaknai bahwa terhadap
calon anggota DPR, DPD, DPRD  Provinsi, [DPRD
Kabupaten/Kota vang pada faktanya mencalonkan diri
sebagai Kepala Desa pasca penetapan Daftar Calon Tetap
(DCT) harus dicoret dalam DCT dan tidak dapat lagi
dinvatakan memenuhi syarat calon dengan
diberhentikan/mundur sebagai anggota partai politik
Vang mengajukan. -------coeoemmmemi e

- Bahwa terhadap prosedur dalam pencoretan dalam DOT
diatur kemudian dalam angka 3 Surat KPU R Nomor
31/PL.01.4-8SD/06/KPU/1/2019 vang menvatakan
bahwa Prosedur vang harus ditempuh terk:it dengan
perubahan penetapan DCT karena hal ‘sebagaimana
tersebut angka 1 adalah sebagai berikist: oo ..
a. KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU/KiP® Kabupaten /Kota

melakukan klarifikasi kepada}’anm Bolitik dan
instansi yang berwenang urit\%’ memeroleh  bukts
pendukung, antara lain: o
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1. Surat keterangan kematian/meninggal dunia;

2. Putusan pengadilan vang berkekuatan hukum
tetap,

3. Bukti pendukung lainnya.

- Bahwa terkait hal tersebut, Terlapor sudah melayangkan
undangan Klarifikasi kepada Partai Amanat Nasional
(PAN) Sulawesi Barat sehanyak 2 kali tertanggal 14
Januari dan 24 januari 2019; .- —......___ S

- Bahwa berdasarkan klarifikasi tersebut, Terlapor telah
menjalankan tugas, kewenganan, dan tanggung jawabnya
sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 31/PL.0O1.4-
D G R G e

- Bahwa Terhadap Surat Pengunduran Diri Saudara
Jalaluddin kepada Ketua DPP PAN Kabupaten Polewali
Mandar yang menyatakan dengan hormat mundur
sebagai Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut
8, Dapil Sulbar 2/Polman A, sekaligus menyatakan
mundur sebagai pengurus dan anggota Partai Amanat
Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Barat.

- Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan Penemu
untuk memastikan Saudara Jalaluddin Mundur sebagai
Caleg atau mundur dari keanggotaan Partai (Bukti P-23)
dan Penemu telah menyarahkan dokumen kepada
Terlapor (Bukti P-24), dan Keputusan Bupati Polewal
Mandar Nomor 514 Tahun 2018 tentang Pengesahan
Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam Wilavah
Kabupaten Polewali Mandar Periode 2018 - 2024 (I3ukti
P-9 dan Bukti T-11) serta Surat Pengunduran diri
Saudara Jalaluddin dari Caleg DPRD Provinsi Nomor
Urut 8 Dapil Sulbar 2 Polman A sekaligus mendur

sebagai Pengurus dan Anggota Partai Amanst Nasional
(Bukti P-22 dan Bukti T-13), maka Majelis Pemeriksa
berpadandangan sudah memenuhi keteniuan sucat kU
RI Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/1/2019 perihal Calon
Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penétapan Dattar Calon
Tetap (DCT) point 1  huruf d  angkn 2
diberhentikan/mundur sebagai ;mggbu—a partii m:irrm
yang mengajukan dan point 3 huraf a angka 3 bukt
pendukung lainnya  untuk dilakukan peRCOre AT

T
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terhadap Saudara Jalaluddin sebagai calon anggota
DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 2 Sulawesi Barat
Polman A, «---cmmeemmmmire e e et e e e

¢. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana hasil
pemeriksaan poin b, mengambil kesimpulan sebagai

1. Bahwa benar sdr. Jalaluddin terdaftar dalam DCT Calon
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai

Amanat Nasional (PAN) Nomor urut 8 dapil Sulbar 2

2. Bahwa benar sdr. Jalaluddin terpilih dan dilantik
sebagai Kepala Desa lhing, Kecamatan Bulo, Kabupaten
Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Polewali Mandar Nomor 514 tahun 2018 tentang
Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Dalam
Wilayah Kabupaten Polewali Mandar periode 2018-2024;

3. Bahwa benar Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi
Sulawesi Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan
dengan Nomor PAN/30/B/KPPS/K/S/005/11/2019
tentang Pemberhentian Jalaluddin sebagai Calon
Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi
Ssulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 2

‘ 4. Bahwa benar sdr. Jalaluddin mengundurkan diri sebagai
, ' Calon DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor Urut 8,
Dapil Sulbar 2/Polman A, sekaligus menvatakan
mundur sebagai pengurus dan anggota Partai Amaﬁaf
Nasional (PAN). - oo .

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Penemu untuk seluruhnya.---------

2. Menyatakan Terlapor tidak terbukfi —melakukan
pelanggaran administratif Pemilu Pasal 460 avat (1)
undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum yang menyatakan pelanggaran administrative =

pemilu  meliputi  pelanggaran terhadap 1ata  cara,
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Ketua

Ttd,

(SULFAN SULO, S,IP.,M.8i.)

Anggota Anggota
Ttd, Ttd,
(ANSHARULLAH A. LIDDA, S.H.,M.H.) (SUPRIADI NARNO, 8.IP., M.8i.)
Anggota Anggota
Ttd, Ttd,
(FITRINELA PATONANGI, S.H.,M.H) (USMAN SANJAYA, 8.H.1., M.AP)

Sekertaris Pemeriksa

(YANCE TIWA, S/H.)
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